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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, serta
taufik dan hidayah-Nya, schinggabuku ajar yang berjudul “Hukum
Pemerintahan Dacrah™ dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat
serta Salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Bahan ajar ini berisi mengenai ketentuan-ketentuan
pemerintah daerah, penataan dacrah, asas-asas penyclenggaraaan
pemerintah daerah, tugas dan wewenang kepala daerah, politik
hukum otonomi di era reformasi dan demokrasi, hubungan pusat-
dacrah, dewan perwakilan rakyat dacrah. Dalam bahan ajar ini juga
disertai dengan pertanyaan-pertanyaan atau soal yang dapal
digunakan untuk  melakukan  penilaian  atau  memperdalam
pemahaman terhadap materi yang telah disajikan. Dengan adanya
buku ini besar harapan kami dapat dipergunakan mahasiswa Fakultas
Hukum, terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad
Dahlan.

Semoga bahan ajar ini dapat menambah pengetahuan dan
pemahaman bagi kita terkait dengan pemerintahan dacrah. Masukan
diharapkan untuk membuat bahan ajar ini menjadi lebih baik lagi dan
bermanfaat  lebih  luas  di  bidang ilmu pengetahuan.  Atas
perhatiannya, saya ucapkan terimakasih
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Yogyakarta,

Desember 2016
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